
 

 

 
 

 

 
 

 
 

PROVINSI JAWA TENGAH 

 PERATURAN BUPATI KENDAL 

NOMOR   40   TAHUN 2017 
 

TENTANG 

 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 2 TAHUN 

2012 TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI KENDAL 
DAN PEMBERIAN KUASA MENANDATANGANI SURAT-SURAT 

KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT LAINNYA DI BIDANG 

KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 
KABUPATEN KENDAL 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI KENDAL, 
 

Menimbang :  a. bahwa dalam rangka mewujudkan efisiensi dan efektifitas 

dalam penandatanganan Keputusan dan surat-surat lainnya 
di bidang kepegawaian, maka sesuai Nota Dinas Kepala 

Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kabupaten 

Kendal tanggal 13 April 2017 perihal Perubahan Kedua atas 
Peraturan Bupati Kendal Nomor 2 Tahun 2012 tentang 

Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kendal dan 

Pemberian Kuasa Menandatangani Surat-surat Keputusan 
dan Surat-surat Lainnya di bidang Kepegawaian di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal Peraturan Bupati 

Kendal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pendelegasian 

Sebagian Wewenang Bupati Kendal dan Pemberian Kuasa 
Menandatangani Surat-surat Keputusan dan Surat-surat 

Lainnya di bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah  dengan 
Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2013 tentang 

Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 2 Tahun 

2012 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati 
Kendal dan Pemberian Kuasa Menandatangani Surat-surat 

Keputusan dan Surat-surat Lainnya di bidang Kepegawaian 

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal dipandang 
sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu 

diadakan perubahan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kendal 

Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Sebagian 
Wewenang Bupati Kendal dan Pemberian Kuasa 

Menandatangani Surat-surat Keputusan dan Surat-surat 

Lainnya di Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Kendal; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan 

Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan 

Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 

Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 2757); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 

3. Undang–Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah  diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5601); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 

Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 

12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah 
Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah 

Istimewa Yogyakarta; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang 

Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3079); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang 
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Ketujuh belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 
7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

123); 
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang  
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang  

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 

12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 
tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah 

Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabutaten Kendal 

Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No.1, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabuptaen Kendal Nomor 159); 

16. Peraturan Bupati Kendal Nomor 2 Tahun 2012 tentang 

Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kendal dan 
Pemberian Kuasa Menandatangani Surat-surat Keputusan 

dan Surat-surat Lainnya di bidang Kepegawaian di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal (Berita Daerah 
Kabupaten Kendal Tahun 2012 Nomor 2 Seri E No. 2) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal 

Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan 
Bupati Kendal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pendelegasian 

Sebagian Wewenang Bupati Kendal dan Pemberian Kuasa 

Menandatangani Surat-surat Keputusan dan Surat-surat 

Lainnya di bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 

2013 Nomor 5 Seri E No. 5); 
 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan :   PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 

PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 2 TAHUN 2012 
TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG 

BUPATI KENDAL DAN PEMBERIAN KUASA 

MENANDATANGANI SURAT-SURAT KEPUTUSAN DAN 
SURAT-SURAT LAINNYA DI BIDANG KEPEGAWAIAN DI 

LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL. 
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Pasal I 

  Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Kendal Nomor 

2 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang 
Bupati Kendal dan Pemberian Kuasa Menandatangani Surat-

surat Keputusan dan Surat-surat Lainnya di bidang 

Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal 
(Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012 Nomor 2 Seri 

E No. 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 

Kendal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas 
Peraturan Bupati Kendal Nomor 2 Tahun 2012 tentang 

Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kendal dan 

Pemberian Kuasa Menandatangani Surat-surat Keputusan 
dan Surat-surat Lainnya di bidang Kepegawaian di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal (Berita Daerah 

Kabupaten Kendal Tahun 2013 Nomor 5 Seri E No. 5) diubah 
sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.  

    

Ditetapkan di Kendal 

Pada tanggal  7 Agustus 2017 
 

BUPATI KENDAL, 
Cap ttd 

 

MIRNA ANNISA 

 
 

Diundangkan di Kendal 

Pada tanggal 7 Agustus 2017 
 

 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN KENDAL, 
 

Cap ttd 
BAMBANG DWIYONO 

 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2017 NOMOR 41 
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